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Gubernur HB X Serahkan BKK Danals 2025

Gubernur DIJ Hamengku
Buwono X secara simbolis
menyerahkan Bantuan
Keuangan Khusus (BKK)
Dana Keistimewaan (Danais)
Tahun Anggaran 2025 kepada
perwakilan dari kabupaten/
kota dan kalurahan.

Acara ini berlangsung di
Bangsal Kepatihan Jogja,
kemarin (20/12).

natkan dalam UU Nomor 13 Tahun
2012. Beberapa poin di antaranya
mewujudkan pemerintahan yang
demokratis, mewujudkan kesejah-
teraan dan ketenteraman masyara-
kat, mewujudkan tata pemerintahan
dan tatanan sosial yang menjamin
ke bhinneka tunggalika-an dalamke-
rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia, menciptakan pemerin-
tahan yang baik serta melembagakan
peran dan tanggung jawab Kasultan-
andan Kadipaten dalam menjagadan : i
mengembangkan budaya opjukated MAMPU SESUAI HARAPAN: Gubernur Hamengky Buwono X saat menyerah“I:an secara

sebagai warisan budaya bangsa ®  gimpolis BKK Danais Tahun Anggaran 2025 kepada perwakilan dari kabupaten/kota dan
Baca Gubernur... Hal 7 kalurahan, di Bangsal Kepatihan Jogja, kemarin (20/12).

GUBERNUR HB X dalam sambut-
annya mengingatkan, tujuan utama
keistimewaan DIJ seperti yang diama-

Sambungan dari hal 1

"Keistimewaan DIJ juga bertu-

juan untuk memperkuat tata pe- -

merintahan melalui kelembaga-
‘an, meningkatkan kesejahtera-
an masyarakat, dan mewujudkan
peradaban masyarakat di berbagai
aspek seperti kebudayaan, kua-

litas sosial, dan ekonomi,” ujarnya.

Pelaksanaan BKK sebagai repre-
sentasi tugas dan kewenangan

waan sesuai harapan,” terangnya.

Sekretaris Provinsi (Sekprov)
DIJ Beny Suharsono menambah-
kan, dana keistimewaan itu untuk
mendukung program strategis
sampai tingkat kalurahan. Mu-
lai dari BKK Warisan Budaya Tak
Benda (WBTB), BKK Balai Budaya,
BKK Desa Mandiri Budaya, BKK
Desa Wisata, BKK Desa Niaga, BKK
PadatKarya, BKK Pengelolaan Sam-
pah, BKK Reformasi Kalurahan,

Pemprov DiJ kepada kabupaten/

kota dan kalurahan untuk men-

_capai tujuan keistimewaan. Para

pemangku kebijakan di tingkat
kabupaten/kota dan bawahnya
mempunyai hak turut serta aktif
mewujudkan kewenangan itu.

”Kewajibannya untuk menjaga
serta melaksanakan kewenangan
dengan taat pada ketentuan per-
undangan yang berlaku,” tam-
bahnya.

dan program lainnya.
"Pemerintah pusat telah mene-
tapkan pagu definitif Dana Keisti-
mewaan DIJ TA 2025 sebesar Rp
1,2 triliun,” ujarnya. Dana itu di-
alokasikan ke dalam empat urus-
an, yakni urusan kelembagaan
sebesar Rp 95,7 miliar, urusan ke-
budayaan Rp 760 miliar, urusan
pertanahan Rp 58,8 miliar dan urus-
antataruangsebesar Rp 285 miliar.
Dana keistimewaan tahun 2025

BKK juga merupakan salah satu
langkah dalam mewujudkan grand
design keistimewaan DIJ melalui
12 peta jalan yang diimplemen-
tasikan dengan 11 strategi untuk
mencapai target RPJMD DIJ 2022-
2027. Pelaksanaan BKK dipastikan
harus memberikan dampak nyata
bagi masyarakat.

”Hal ini membuktikan kepada
pemerintah pusatbahwa DIJ mam-
pumenjalankan kegiatan keistime-

didistribusikan ke seluruh kabu-
paten/kota di wilayah DIJ. Rinci-
annya, DI mendapatkan Rp 932,6
miliar, Kota Jogja Rp 45,9 miliar,
Kabupaten Bantul Rp 37,1 miliar,
Kulon Progo Rp 103 miliay, Gunung-
kidul Rp 41,5 miliar dan Sleman
Rp 39,6 miliar. "Alokasi anggaran
setiap kalurahan berbeda-beda,
tergantung pada potensi dan ke-
siapan pelaksanaan kegiatan,” tu-
turnya. (oso/laz/rg) :




